Menimbang :

Mengingat

BUPATI KEEROM
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEEROM
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEEROM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Keerom Tahun 2024.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi
Khusus Bagi provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,



10.

11.

12.

13.

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan
Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran
Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6571);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang elaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan  Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 202 Nomor 496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah |
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Papua 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
2013-2033;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Papua 2019-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 3 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Keerom 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Keerom Tahun 2013 Nomor 30);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Keerom Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten
Keerom Tahun 2013 Nomor 29);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten
Keerom Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Keerom Nomor 48); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Keerom Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom
(Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2021 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor
72):

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Keerom Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Keerom Tahun 202 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Keerom Nomor 74);

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEEROM TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
KEEROM TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Keerom;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Buapti Keerom.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Unit kerja Pemerintah Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokimen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.
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11.

(1)
(2)

(3)

(4)

(6)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi dasar yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah Rencana Program Prioritas dan Acuan batas Maksimal
Anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA SKPD;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Kerja Tahunan yang di bahas dan disetujui oleh
DPRD Kabupaten Keerom;

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau Masyarakat Langsung dan
dikoordinir langsung oleh Pemerintah.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan;

BAB II
PENETAPAN DAN TUJUAN RKPD

Pasal 2
Bupati menetapkan RKPD tahun 2023
RKPD Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode
1 (satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penjabaran dari RPJPD 2005-2025 yang dijabarkan dalam RPJMD Tahap
III Tahun 2021-2025 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang
bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
Pedoman penyusunan Renja SKPD dan landasan penyusunan KUA dan
PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun
RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023.
Penetapan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan
daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi
alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Pasal 4

Penyusunan Renja-SKPD Tahun 2023 sebagaimana Pasal 2 ayat (4) SKPD
menggunakan KUA, RKPD Tahun 2023, untuk:

1.
2.

Menyusun Rancangan Akhir Renja—SKPD;
Sebagai bahan untuk penyusunan Pra RKA-SKPD.



Pasal 5
Kepala Bapelitbangda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja-SKPD
yang disesuaikan dengan RKPD atau Renja SKPD dan serta Tugas Pokok dan
Fungsi SKPD.

Pasal 6

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala
SKPD melakukan pemantauan.

2. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan
rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.

3. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan tahun sebelumnya

4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi bahan bagi
penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

BABA 1II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 15 November 2023
BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
PITER GUSBAGER

Diundangkan di Arso
pada tanggal 16 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM,
CAP/TTD
TRISISWANDA INDRA N.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023 NOMOR : 377




